BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR X  TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK PARKIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang

Mengingat

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal
13 ayat {5}, Pasal 14 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 26 ayat (3)
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pajak Parkir perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara
tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir;

1.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092};

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa) Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000,
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor $179);
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iran Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang
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¥
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eraturan bvpau Aceh Utara Nomor 5 Ta
Kedudukan Tugas, Funsi dan

LAART|s, Al

“ \ v T,

arn ACUdngdn Daerah Ka deCl’l Aceh Lara;

.9.3.

Qanun Nomor & Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;

P ey

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017
tentang Pajak Parkir.

25 £

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4

TAHUN 2017 TENTANG PAJAK PARKIR

~
9.

BAB I
KETENTIJAN IIMUM
Pasai 1
lam Peraturan Bumnatl ini vang dimaksud dengat
iam Peraturan BSupat ini yang dimaksud aengan

parkir di luar badan jalan, baik vang berkaitan dengan
pokok usaha maupun yany disedizkan sebagal suatu
usaha, termaksud penyediaan tempat penitipan kendaraan
hermotor

P < "daan t’dak bergerak suatu kendaraan
5 :

empat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan
vang disediakan ocleh orang pribadi atau badan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disesuaikan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi
kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua
atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua
jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik
berupa motor atau peralatan lainnya yang berfunsi untuk
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi
tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,
termasuk alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

t
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Sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat
parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.

Karcis parkir adalah tanda bukt masuk tempat parkir
dan/atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat
(93>3 ’17
jv’l—k& AWl

[S B I

Waiib pajak yctnu selanjuinya disingkal WP adalah Oldng
mmafh atal badan melipati pembayaran npajak, pe m..s

1 lalLLAAD-

Petugas adalah pegawai yang ditunjuk vang menangam
pajak daerah pada Bidang Pajak Daerah dan Lain-Lain
PAD,

. Pajak yang terutang adaiah pajak yang harus dibayar pada

suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau
dalam bagian tahun pajak sesuai dengan Kketentuan
Peraturan Pcmr\dang-Und_-__ an.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penetuan
besarnya pajak yang terutang sampai keglatan penagihan
pajak kg,paua wajib pajak scrta penigawasan penyctorannya.

ajak Daerah, yang b\,lanjutrya

jors
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak
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pembayaran pajak, objek pajak dan/ata_u bukan objek
- ajiban sesuail dengsan

A ey ALt 1 sl n s uke‘ A eva e WEPAAT - uv-o.bv.n
ketentuan Peraiuran Perundan nd.angan perpajakan

Surat Setaran P"j':k Daerah, vang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pa]ak

{al
vang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKR, adalah surat ketetapar
palak vang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pd}ak, jumlah kekurangan pembdyaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.

Lo
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat

keputusan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
ngkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang

UQ ot

ir 2l am Gy e

ar tuimlabh solenic gl emmmno - .
ali juiiarn pu.‘t\un pajas sama u@Scuu_ya aengan
< ata

U
umlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada

foSurat Ketetapan ;f"aiax Daeran  Lebih  Bayar, yang

selanjutnva dm' gkat SKPDLB, adalah surat ketetapan

P v amm 3 ~ P o TSy
Kaii jului'cu kelebihan péinoayaraii

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjuinya disingkat
STPDY adalah  surat untuk  melskukan .nm%«a pajak
danjatau sanksi adiministrasi berupa denc an/atau

denda.

. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang

membetuikan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat
ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan
pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih
bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan
pembetulan atau surat keputusan keberatan.

. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas

keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang,
pajak daerah kurang bavar, surat

o [ ZNY s 4 1 J
kKetetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat
ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah
lebih bayar atau terhadap p 2 tai mungu

o ; p
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BAB 11
BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD

Bagian Kesatu
Bentuk dan Isi

Pasal 2
{1} Bentuk SPTPD empat persegi panjang dengan ukuran 21 x
28 cm.

{2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) berisi
sekurang-kurangnya yaitu :

a. Nama wajib paiak;
i i gt PURR P PN
b. Alamat wajib pajak;
c. Masa pajak;
d. Tahun pajak;
e. NPWPD:;
£ Nrnnr brndn walriasimes
i LR UL 1&4{\\/11:.;-&)‘5\
o Nilar omset; dan
Lo Jdundan pajak lerutang,
- . i P R
Bagian Kedua
Talacara pengisian SPTPD
Pasal 3

WF mengisi formulir SPTPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat {2) dengan mencantumkan Nama WP, Alamat,

NPWPD, tanggal jatuh tempo pajak, nomor rekening, jenis

pajak daerah dan jumlah pajak yang terutang.

(2) SPTPD omset yang telah diisi dikembalikan kepada
petugas.

(3) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

a3 %d

diterbitkan SKPD.

BARB 11T

TATA CARA PEMBERIAN PEMBAYARAN ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PAJAK

Ly > '~ - L4 4 i - r 3
Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak
TeartaTovney Aialonilsanm nuk:;rya: "‘t()‘f‘;lfl v+

[ L«LMLLz.: LALACANN LAEWNCAL L O UC{D RN AT IS

A WP vang akan melakukan pembayaran sccara angsuran maupiu

e~ e~ PPRT S o am Yo vsmm s oD - P e bl men wammamoe Y~
S€Cara ertuiis Kepada pupatl acngan diserial aiasain vang jeias
Aan melamnirkan btokont SKPDEKR. SKF ‘RT atau STPD vang
14 clammrgan (OLoRepE SXPDIRIE, SRPDKET atau STPD yang

diatukan permohonannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan
rincian utang pajak dan/atau tahun pajak vang bersangkutan
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dan disertai dengan alasannya, serta sudah diterima Bupati
paling lama 7 {tujuh} hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDBT
atau STPD yang diajukan permchonannya;

. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan

0.

pembayaran yang disetujui Bupati dituangkan dalam Keputusan.

. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban WP untuk

melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak
berjalan;

. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan,

terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh

bunga sebesar 2% (dua persen);

1} Perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat

jurniah um*gsuran,

2} Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara
»ebdm\/d sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan
nokok pajak angsuran

3} Pokok pa},ak angsuran adalah hasil pembagian antara jumiah
pujak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;

4} Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran
dengan bunga sebesar 2% {dua persenj; dai

S} Besarnya jumiah yang harus dibayar ilap angsuran adalah

pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2%

Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai

berikut :

1} Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak
terutang yang ditunda, ya1tu hasil perkalian antara bunga 2%
(dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda,
dikalikan dengan seluruh jumiah utang pajak yang akan
ditunda;

2) Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah
utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2%
{dua persen) perbulan; dan

3) Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling
lambat pac‘a. saat jatuh tempo penundaan yang telah

i SR P s N

ditentukan dan tidak dapal diangsur.
Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permochonan
pembayaran secara angsuran tidak dapat menga ukan
permohonan pembayaran untul surat ketetapan yang sama

fo 8
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ENIS, 181, UKURAN DAN TANDA BUKT!

M ' B
RBagian Kesatu

Bentuk, Jenis, Isi dan Ukuran

a. b ‘entL.k SKPD dan SSPD empat persegi panjang:

b. Jenis SKPD dan SSPD memakai kertas NCR;

C. Isi oK1 D dan SSPD sekurang-kurangnya memuat :
. Nama Wajib Pajak,

Alamat Wajib Pajak,

NPWPD,

Tanggal jatuh tempo,

Nomor kode rekening,

. Jumlah ketetapan pajak terutang;

HoW go pest

Sy un

d. SKPD dan SSPD sebagaimana dimaksud pada hurufl c
berukuran 21 cm x 28 cm.
Bagian Kedua
Tanda Bukii Permnbayvaran
Pasal 6
SSPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf ¢ merupakan
tanda bukti pecmbayaran pajak terutang.
TI5:1i e < a2 Sont a1z 7 2%
Dukli pc—;nb»* varan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan lunas setelah diperporasi dan divalidasi oieh
bendshara penerima atau bank yang ditunjuk

Bagia Ketiga
Buku Penerimaan Pajak

Pasal 7
Buku penerimaan pajak sebagai bukti pencatatan WP yang
melunasi pajak terutang.
Buku penerimaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kKurangnya memuat :

a. Nomor Formulir;

b. Nama Perusahaan;

. Aiamat Vajib Pajak;

d. Nomor NPWPD dan Jenis Pajak;
¢. Nama Wajib Pajak;

~1
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TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

WP dapat mengajukan per hon”m !{epada B‘l ati unmk

. . . i U
merninta pengurangan  da

tercantum dalam SKPD.

Ay

Periaohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diajukan

dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Permohonan wajib pajak atau;

b. Dibuat secara tertulis dalem Bahasa Indonesia dengan
mencantumkan alasan yang jelas dan ditandatangani oleh
wajib pajak; dan

c. Melampirkan fotocopi SKPD.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati

dapat memberi atau menolak permohonan pengurangan dan

keringanan wajib pajak.

angan dan

Pemberian atau penoclakan permohonan pengur
{3} ditetapkan

keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat
dengan Keputusan Bupati

Pembebasan  piutang pajak  schagaimana dimaksud paca
avat {1) difetapkan dengan Keputusan Bupati

Pcrmohonan  pcembebasan piutang pajak  scbagaimana
dimaksud pada a

. Alasan pembebasan piutang pajak.

utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3} yang dapat
dibebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

SKFPD;
b. STPD.
Piutang Pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data
Lunnnalfan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagl
disebabkan karena :

a
b
C
d. Jumlah pnt fmg pajak; dan
<
Piu

a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia,

b. Wajib  Pajak/Penanggung  Pajak  dinyatakan  pailit
berdasarkan keputusan peﬁgadﬂan dan dari hasil penjualan
harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya,;
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c. Wajib Pajaic/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi

a1 Q
Toa

¢ Tl

=

W’ajm Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak
mungkin diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan
dari Geuchik;

Wajib Pajak/ Pcnangm.mo Paiak mcnmgo:w,ka..l_ Indonesia
urntiuk  selarmnanya  berdasarkan Sural Kelerangan dari
Geuchik.

N

BAR VI
TATA CARA PENGHAPUSAN PHITANG PAJAK YANG KADALUARSA

hemt

~ae

3} PGI‘ITI()!'JODCLD nenahapuqan piutang se Dagaimana dimaksud
pada ayat {2} sekurang-kurangnva memuat :
a. Nama dan alamat wajib pajak;
b. Letak objek pajak;

Tahun pajak;
. Jumlah piutang pajak; dan
Alasan pengapusan piutang pajak.

a0

@

{4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} adalah :

a. SKPD,

b. STPD.

]!
s

Puutang pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data
tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi
discbabkan karcna :
a. Wajib pajak/penanggung pajak moeninggal dunia;

Waik  pajak/penangging pajak dinvatakan  pailit

nerdasarkan kepurusan pengadilan dan dari hasil penjuaian
harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknyva;
~ XX e~111 e ls S ~ Y Oy . alr i dalr ANe Slro+ - M
o, Wanb pajak/penanggung pajak tidak dapat diketemukan lagi
karena :

i. Wajib pajak/penanggung pajak pindah alamat dan tidak
mungkin diketemukan lagi herdasarkan Surat Keterangan
dari Geuchik;

2 ‘v‘v’dpb pajak/penanggung pajak meninggalkan Indonesia

ntuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari

Geuchik.
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BAB VII
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 11

Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya di bidang
pemungutan pajak parkir kepada intansi teknis yang membidangi
urusan Pemerintahan bidang pemungutan Pajak Parkir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Ketentuan Mengenai :
a. Bentuk dan isi SPTPD tercatum dalam Lampiran |
b. Bentuk dan isi SKPD tercatum dalam Lapiran 1I
c. Bentuk dan isi SSPD tercatum dalam Lampiran Il

Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Januari 2018 M
20 Rabiul Akhir 1439 H

\AUPATI ACEH UTARA%@
Tl Jkb—

H. MUHAMMAD THAIB
Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 8 Januari 2018 M
20 Rabiul Akhir 1439 H

/ T

RETARIS DAER AI—% Paraf Keoordinasi
Kepala BPKD O

L~ Ka. Bid. Pajak Daerah
dan Lain-Lain PAD

Kepala Bagian Hukum v L

£9

BDUL AZIZ

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2018 NOMOR 2%

10
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LAMPIRANT :
NOMOR 2
TANGGAL 8

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
TAHUN 2018
JANUARIT

2018 M

20 RABIUL AKHIR 1439 H

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGA DAERAH NO. SPTPD .
e Jalan Mayjend. T. Hamzah Bendahara
Ao [ Lhokseumawe 24351 Masa Pajak. 1 cnwmmmammmsssmsasns
Qg
' Tahun Pajall e
SPTPD
( SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK PARKIR
ANPWPD
I A N N N I O
B. NAMA WAJIB PAJAK
C. ALAMAT WAIIB PAJAK
D. NAMA USAHA
F .ALAMAT TEMPAT USAHA
k. OESA / KECAMATAN
G. TELEPONE
H. DASAR PENGENAAN PATAK OMZET / PENDAPATAN JUMLAH (Rp.)
1. Tempat Parkitr  Bcssnmmesssseirneiisiiiersie e asienisigig
Sl Tafalle o s s R
I. PAJAK TERUTANG : Taril Pajak 30%
J. KREDIT PAJAK :
K. YANG HARUS DIBAYAR : (lajur huruf I - huruf'J)
L. PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan lnenyadari Sepenuhnya alkan Lhokseuamwe, ...............................
/ KUASANYA akibat termasuk sanksi sesuai ganun
yang berlaku, maka saya menyatakan
data yang diisikan beserta lampirannya ( )
adalah yang sebenar-benarnya.
DATA OBJEK PAJAK
" enis Objek : Tempat Parkir Kendaraan Bermotor
B. Luas Lahan T Meter2
C. Jam buka/jam tutup 2051cb1 5. CR———— T [—— , atau selama ....ccoceeennnenne Jam
No Jenis Kendaraan Kepastian kendaraan yang dapat diparkir Tarif (Rp.) Keterangan
Extra Jam
Jumlah
REKAPITULASI PEMAKAIAN TEMPAT PARKIR
Tanggal Tarif (Rp) Nomor Tanda Parkir Jumlah Omzet Jasa
Jumlah Total
7
Paraf Koordinasi ‘g
- BUPATI ACEH UTARQ,
Kepala BPKD <, / ’
Ka. Bid. Pajak Daerah 4
dan Lain-Lain PAD ﬁy q}— '&-‘E&_‘
Kepala Bagian Hukum v AL H. MUHAMMAD THAIB




NOMOR?2

TAHUN 2018

'SERI F

ANGKA 2




LAMPIRANTII : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL 8 JANUARI 2018 M
20 RABIUL AKHIR 1439 H

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SSPD
[ Jalan Mayjend. T. Hamzah Bendahara (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
Lhokseumawe 24351 No. Urut
Masa Pajak
Tahun
Nama
NPWPD
Alamat
Tanggal Jatuh Tempo
Menyetor Berdasarkan
Untuk Pembayaran Bulan
,',I‘ahun Pajak
No No. Rekening Jenis Jumlah
fumlah Setoran Pajak
Dengan Huruf':
Ruang untuk Teraan Diterima Oleh, Lhokseumawe,
Kas Register / Tanda Tangan Petugas Tempat Pembayaran
Petugas Penerima Penyetor
Tanggal ‘
Tanda Tangan
Petugas
Paraf Koordinasi L
Kepala BPKD
Ka. Bid. Pajak Dacrah UPATI ACEH UTARA e .
dan Lain-Lain PAD
Kepala Bagian Hukum v L W

H. MUHAMMAD TRAIB
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LAMPIRAN I1: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL 8 JANUARI 2018 M
20 RABIUL AKHIR 1439 H

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA

h ;g/,, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SKPD
Y/ [ Jalan Mayjend. T. Hamzah Bendahara ( SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) No. Urut
Y. N
g Lhokscumawe 24351 Masa Pajak s/d
Tahun
Nama
Alamat
NPWPD
Tanggal Jatuh Tempo
No No. Rekening Jenis Pajak Daerah Jumlah (Rp)
Jumlah Ketetapan Pajak
Dengan Huruf :
PERHATIAN

menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kasir Penerimaan pada BPKD Kabupaten Aceh Utara dengan

2. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar sctelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini
diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kepala Bidang Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD

Lhokseuamwe,

Paraf Koordinasi

Kepala BPKD

Ka. Bid. Pajak Daerah
dan Lain-Lain PAD

Kepala Bagian Hukum

UPATI ACEH UTARA s ,

H. MUHAMMAD TH{AIB
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